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BUPATI LUWU UTARA 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 17 TAHUN 2010 

TENT ANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerjo Pemerintah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Renea no Kerja don Anggaran 
Kementerian Negara I Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
· Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi don Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

l 0. Peraturan Pemerinfah Norn or 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lem baron Negara Republik Indonesia Norn or 47 41 J; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
20 l O ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010_-2014; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l O 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 
2028; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2008-2013; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 179); 



' ;, . 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan don 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199); 

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RP JMDJ Kabupaten Luwu 
Utara tahun 2006-2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara tahun 2007 Nomor 25); 

17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan don 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2010 (Berita Daerah Ka bu paten Luwu Utara 
Tahun 2009 Nomor 30). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN 
PEMERINTAH 
TAHUN 2011. 

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
DAERAH (RKPDJ KABUPATEN LUWU UTARA 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara per:nerintah daerah. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah. 

4. Badon Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bappeda adalah badan yang merupakan unsur pendukung tugas 
Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas 
pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinaskan dan 
menyelenggarankan perencanaan pembangunan daerah di bidang 
fisik don prasarana, ekonomi, sosial dan budaya, penelitian dan statistik, 
penanaman modal serta sekretariat badan. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang selanjutnya 
disingkat RKPD Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk periode l (satu) tahun yaitu Tahun 2011 
yang dimulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2011. 

6. Rancangan Ahggaran Pendapatan don Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah. 
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RKPD Tahun�2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) terdiri 
dari: 

a. buku I yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2011 sebagaimana dimuct dalam lampiran I; don 

b. buku II yaitu memuat Rencana Program don Kegiatan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana 
dimuat dalam lampiran II; 

Pasal3 

RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) 
menjadi: 

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD; don 
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD tahun 

2011 

Pasal 4 

(l) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan 
pembahasan kebijakan umum don strategi prioritas APBD di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

(2) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam pembahasan Rencana 
t<:erja don Anggaran SKPD bersama DPRD. 

Pasal5 

( l) SKPD membuat Laporan Kinerja Triwulan don Tahunan atas 
pelaksanaan Rencana Kerja don Anggaran yang berisi uraian 
tentang keluaran kegiatan don indikator kinerja masing-masing 
program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). disampaikan kepada 
Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya 
triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan don bahan pertimbangan bagi 
analisis don evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Posa! 6 

Bappeda Kabupaten Luwu Utara menelaah kesesuaian antara Rencana 
Kerja don Anggaran SKPD Tahun 2011 hasil pembahasan bersama DPRD 
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011. 
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Paso! 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agor setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturon Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utoro. 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 01 .rwi1 2010 

BUPATI, 

� ARIF 

.. . . 

Dlundangkan di Masamba 
pada tanggal 01 Juni. 2010 

BERIT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 

TEL.AH DIPE. v \ PA.RAF 
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